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BUPATI WONOSOBO

U,

PERATURAI{ BUPATI WONOSOBO
NOMOR 3r TAHUV eoog

TENTANG

ALOKASI DANI HARGA ECERANI TERTINGGI (TMT)

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTA}.IIANI

DI KABUPAMN WONOSOBO TAHUN A TGGARA T 2O1O

: 1.

2.

3.

IL

Menimbang

Mengingat

BUPATI WONOSOBO,

: a- bahwa grrna menjamin ketersodian pupuk dengan harga yang wajar dan

meningkatkan kemampuan petad dalam pengadaan pupulq dipandang

perlu mengalokasikao jumlah pupuk dan menetapkan Harga Eceran

fertirggi ( fmf ) pupuk bersubsidi unttlk sektor pertanian di
Ikbupateir Wonosobo ;

b. bahwa berdasakan pertimbangan sebaggimana dirnaksud pada huruf a

dao sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
50/Permentan/SR.130l1ln0D tanggal 23 Nope,mber 2009 tentang

Kebuhrhan dao }Iarga Ec€ran Tertinggi ( }IET ) Pupuk Bersubsidi

rmtuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 maka perlu menetapkan

Perafiran Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi ( IIET )
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010

Kahryaten \Monosobo ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 teirtang Pe6beirhrkan Daerah-

da€rah Kabupat€n dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
undang-undang Nomor 12 Tahm 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman ( Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tarrbahan l,embaran Negra Republik IndonesiaNomor a73B);

Undang - Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembeirhrkan

Peraturan Penrndang- Undangan ( I-errbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2W4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 4389 ) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahrm 2004 tentang Pemerintahan Da€rah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2ffi4 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telatr diubah b€b€rapa kali terakfiir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubalran Kedul Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t€ntang Pemerintahan Daerah

1 t emuaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tamhhan Lembran Negam Republik IndonesiaNomor 4844 );
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20[,4 tettang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daeralt

t re*aran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomot 126,

Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38 );

4.

5.



Menetaplcan

6 tln@tloAry.Ittm :f2 Ttu AXD ffig Hiafugt h
Pengdolae I ingfuEm Ifitop ( IdraNcgraR@ftfude
Tahrm 20(D Nmor 140, Tmb&m Lembrm I{eEs Rdft
IndonesiaNomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahua 2007 telrhng Pembagian
Unrsan Pemerintahan Antam Pemerintah, Pemerintah Dffiah Provinsi
dan Pemerintahan Da€rah Kabupatenl Kota ( I"embaran Negara

Republik Indonesia Tahuo 2007 Nomor 82, Tamb&m L€mbaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4737 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahrm 2008 tentang Dekonseirtrasi Dan
Tugas Pembantuan ( Lembaran n€gara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20 , Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8r6 );

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429lKptslUnl9ll973 tentang

Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/KptdTP 2701711985 tentang

Pengawasaa Pestisida ;
11. Kepnlusan Menteri Pe*aniao Nomor 949/Kptdl} 27011211998 t€ntaog

Pestisida Terbatas ;
12. Perattrtm Menteri Perd4gangan Nomor 2llM-DAGlPERl62008

tentang Pengadaan Dan Panyaltrur Pupuk Bersubsidi Untuk Se*tor
Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mented
Pedaepngan Nomor 2lllvI-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Seltor Pertanian;

13. Peratrrran Menteri Pertanian Nomor 50/PermentadSR.l30ll llzffig
teirtmg Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( fGT ) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tatnrn Anggaran 2010;

14. Peraturan Gubernur Jawa Te,ngah Nomor 76 Tahun 2009 tenang
Alokasi dan Harga Eceran Tqtinggi (HET) Pupttk Bersubsidi Untuk
Seltor Pertmim di Provinsi Jawa Tengah Tahrm Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

PERATI.'RA}I BUPATI TENTA}IG ALOKASI DAI{ HARGA ECERAN
TERTINGGI G{ET) PUPLJK BERSUBSIDI IINruK SEKTOR
PERTAhIIAN DI KABI.JPATEN WONOSOBO TATIUN A}IGGARA}I
2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakstrd dengan :
l. Da€rah adalah KabupatenWonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dn Perangfut Daerah sebagai Unsrn

Penyelenggaraan Pe,merintahan Daerah
3. Brryati adalah BWdi Wonosobo.
4. Kecamatan adalah wilyah kerja Camat sebagai Perangkat Da€rah

Ikbupaten.
5. Puptrk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam

penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsmg atau

tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia,

fisika dan atau biologi, dan menrpakan hasil industri atau pabrik
pembuat pupuk.
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7- Prry* orgd tilS Pry* 14 llrygln bcsr a sffiP
t*ftt arl ut- cgpft ,'q bcrffil &i haT ryr dm e bt'a
vG t"fuU melatti F"*"* t*"Jrffi' d@ beftemrk p"dt ry 

=5y*E aigrrAr*,*trk -m,pi"i bahan orsnik, mempe*a*i slfo
fisilq kimia dan biologi tanah"

8. p;p.rk 
" 

berimUai'g adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai

a*Si status hara tanah dan kebr$uhan tanaman urtqk me'rc4ai

proaumiftat yang optimal dan bertelanjutan' 
-g. FLp* b"*rbtidi uaa* pupuk yang pengadasn dan penyalurmnya

ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (tDT) yang ditetapkan

di tinel€t PenYalur resmi Lini tV'
10. i;kto; pirt*i* adalah sektor yang bqeitan de*gan budidava

tanaman pangaq ho*ikuttrra, pertebrman, hijauan pakan ternal( dan

budidaya ikan atau hdi daya udang'

11. Petani'uauruu perorangan wafga nogara lndonesia yang mengusahakan

lahan milik sendiri atau bukam" untqk budidaya taoarnan pangan atau

hortilultura
12. Pekebun adalah percrangar warga negaxa, _Indonesia 

yang

mengusahakao lahan milik sendiri atau bukan, untuk btrdidaya tanaman

perkebrman rakYat.

f g. ifeternak add;h peroranuun warga negara Indonesia yang

mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan' qntuk budidaya tanaman

hijauan Pakanternak
t+. fo*udidaya ikan atau udang adatah pe'rorygan wafga negara

Indonesia yaog m€ngpsaha tahan milik sendiri atau buftaq rmtlk

budidaya ikan atau udang-

rs. rrodusen adalah p"*.anuuo yang memproduksi dan I atau

mengadakan pupuk anorganik seperti Uree Superpos' ZA 'NPK 
dan

pupuk organik di dalam negeri.

f 6. beiryalur-di Lini m anaan distributor sesuai keteofi,,ill Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 21/[\4-DAG/PER/6/20087 tetltang

pensadaan dan ienyituran Pupuk Bersubsidi uotuk Sektor Pertanian

f Z. 
-penlagr 

di Lini rv ,aaun pengecer resmi sestrai ketentuan Peraturan

Menteri Pe,rdaganean Nomor 21IM-DAG/PER/6/2008 tentang

i*grdr* dan Plnfaluran hpuk Bersubsidi rmtuk Sektor Pertadan

1g. Kelimpok tani aoiau hmpulan petani yang Sempunyai 
kesamaal-- 

t..e"ffit; dahm memadaatkan sumber daya pertaniT- *trrk
Uleriasama meningkafkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan

*ggit*y" dalam riengusa[qkm latmq rr11ha t"Y-ry'* bersama pada

satu hampffian Au,, f.ai*a" Vang dikr*utrkan oleh Bupati atatr pejabat

yang dtunjuk.
19. i{;Ana befinitif Kebuttrhan Keloryok yang setTiuerl qi?ingkat-- 

RDKK uOufuU perhitungan fencana kebuiuban pryik bersubsidi yang

disusun ketompok tu"i rc.au"r** rekomendasi hnsan at@l usaha

t oi yrng didahakan petani" pekeb,q petermlq penrbudidaya ikan

"t 
o 

-rdrig 
anggota keiompok tani dengan rekomendasi pemup*an

berimbang sPesifik lokasi.

20.KomisiPe,ngawasPuprrkdanPestisidayaryse.laldqnyudisingkatKP
3 Dffiah ua"rrn 

"rdah 
loordinasi hstaosi t€dsit dalam pengawasan

pupr* dan Pestisida yang dibenttft oleh Bupati'

F;



N BABtr

PERI]NTI'KA}.I PUPT'K BERST'BSIDI

Pasal 2

(l) PWuk bersubsidi dipenmttrt*an begi peani, pekebun, peternak dan
yang me,ngusahakan lahan paling hras 2 ( dua ) hektar setiap mgsim

taoam per keftrarga petaoi kecuali pe,mbudidaya ikao dan I ataa

pe,mbudiyada udang pating luas I hektar.

@ Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak
diperuntukkan bagi perusabaan tanaman pangpn, hortikultura,
perkebunan" peternakar atau perusahaan perikanan budidaya

BAB M

ALOKASI PIJPI]K BERSTJBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi pupr* bersubsidi dihitung sesuai dengan ar$tpan pe,mupukan

berimbang spesifik lokasi denggo me,rnpertimbargkar usulan

kebuttrhan yang di4iukan oleh masing masing sub sektor Sub Sektor

Pertanian Tananran Pangaq Sub Sektor Hortikultura, Sub Sektor

Perkebrmaru Sub sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan serta

alokasi pupuk b€rsubsidi dijabarkan per Kecamatan Tahun Anggaran
2010.

g Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalm ayat (1)

dirinci .*.r*t kecamatan" jenis dan jumlah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran tr merupakan bagan tidak
t€rpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) pensatokasiao pupuk bersubsidi perbulan per Kecamatan untuk
masing masing zub sektor diatw lebih lanjut dengan Ke,pttusan

KepalaDinas sesuai dengan sub sektornya
(4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dengan me,mperhatikan gsulan yang diajr*an oleh petani, pekebun'

peternalq pembudidaya ikao dan/ atau udang berdasa*an RDKK
yang disenrjui oleh Penyutuh Pertaoian dan Kepala Desa setempat

(5) SKPD yang me,mbidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakaq
perkebunan dan pmbudidaya ikao dan I atau udmg setempat wajib
melakgkan pembinaan kepda kelompok tani gntuk menyusun

RDKK sesuai dengan arffil usaha tani di tinglot petani di
wilayahnya

Pasal 4

(l). Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecauratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipenuhi melalui
realokasi mtar wilayah dan ditetrykan lebih la4iut oleh Bupati .

@ Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi perbulan dalam

wilayah Kecamatan dit€tapkan tebih laqiut dengan Keputusan Kepala

SKPD yang menangani bidang Pertanian di Daerah.

r-



Pasal 5

Dalamhalalokasipllplftb€rslbididisuatuwilqyahKecam4tmpada
bulan bedalan tida[-iaacukupi, ryrod,sen dapat menyalurlan alokasi

;** Eiriluyrn bels;;gkr,r". d*l..lot "i 
bulan befihtnya atau sisa

alolcasi bulan re*ffi"-t"p*i*etidak melebihi alokasi dalam t ( mru )

t"t,rr, tatf"n mendapai rekomendasi KP 3 Daerah"

BAB TV

PENYALURA}IDA}IHARGAECERA}ITERTINGGI(}mT)

Pasal 6

(1) Pn$ft bersubsidi sebagaimana dimaksud datm Pasat 2 terdiri atas

pupuk Urea' ia' i"p"intt dan NPK (Phonska) dan pupuk organik

yang diadakan oleh nroduYn'
(2) pr,od'sen ,.bd;td; dimaksud pada ayat (1) adatah PT. Pup*k
'-' 

Sriwijaya dan PT Pefio Kimia Crcsik
(3) penyahnan drk ;;;,rb-tdt oleh penyalur Lini-rv meliputi wilayah

para pengecer'* fr'"p"t* WoiosiUo k€eada petani dan / ataU

kelompok t 
"t 

;;dr*t1* RDKK dengan m"ndasarLan alokasi pupuk

bersubsidi ,**;t h ditetapkan dalam Peraturan Bupti ini.

Pasal 7

Kemasan pupuk b€rsubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6 ayat (1)

h*" dibdf irbet t toUn* berwarna yang berbunyi

"PupukBersubsidiPemerintah" '

Baraog Dalam Pe,ngawasan yang mudah &baca dan tidak mudah hilfltg

/ terhaPus.

(1)

Q)

Pasat 8

Penyalur di Lini lV yang diq$t'k ry menjual pupuk bersubsidi di

;i&t *-*t Harea gceran T€rtinggi ( IIET )
Hrtg" 8 ."- fertinggi GIEp np* Bersubsidi sehgaimana
-Ji-i,f.*a 

@a ayat tt-Atetapkao t"qg"i berikut : .
u"-p"p,*fit"u = RP' 1'200r /kg;
u.'p"irrtze = ne' t'!!!; {fs;
;.;6,,k sup."pUot /SP-36 : np' t's-s-!t'- {!s ;

;. ffi[ ]dK i Pn"o"tu :- RP' 1'750'- / ke ;

;:;,rp,rkote*ik = rtP 500'-lkg '

Ilarga Eceran T€rtinggi (HET)- Ptry. uk Berstrbsidi sebgaimana

dimaksud p"A" 
"y" tZl-6*fil" auUm tt*"u* 50 kg, 40 kg dan atau

20 kgyaag dibeli ;#;*L P9k"b"P 
pet€matL pe'mbudidava ikan

dan euPemhdidaya ;d*g Ai fenyalurlini IV srcaranmai'

(3)

Pasal 9

(1)Prodrrsensehgaryqa^di1$ssrr{-dalamPasal6ayat(2)distibutor
dan pe,nyahn-ai ii"i rv wajib melrjarnin ketersediaan pupuk

bers,bsidi saat au.rtrtl* petu;, pkeb,u pet€rnak sffirai de'ngan

yang telah ditetaPkan



{

L,

a.

Q) Grma me,njamin ket€rsediaan pupuk setlagaimana {i1o*"'d ayd (1)\-' 
p"rf" Ofrfr** fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui

koordinasi dengan KP3 Da€rah'

(3) ;rh* natleyerapan , pp* di Kecamatan telatr melebihi\-/ 
Jo6ri, *u6-arpui dilalrukan realokasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan" penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi

dii.k k* r.r*i d"engan kei€niuan peraturan perundang-rmdangan'

BAB VI

PENGAWASA}I DA}I PELAPORA}I

Pasal ll

produsen berkewajiban melakukan pemailtauan dan pengawasan plpuk

u"*uria dari iini I sampai dengan Lini rv terhadap penyediaan'

;&,*" dan harga p*puk bersubsidi di wilayah tanggungiawabnya

Pasal 12

(1) KP 3 Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap

penyatrrraq*'**'*o*n*gupupukbersubsididiwilayah
KabuPaten.

(2) Kp i Daeratr dalam melaksanakan tugas di_bantu oleh Petugas

organisme P";d;;g" Tumbuha& Pengarnat Hama dan Penyakit

( popT-pnrj-i*-f,ougu Harian l,.pur Tenaga Bantu Penyulutr

Pertanian GHL-TBPP)

Pasal 13

Kp3Daerahwajibmenyampaikanlaporan?efantayaSdanpengaw_asan
p"p* u"**ria ai wil;yah kerjanya kepada Bupati dan Gubernur Jawa

Tengatu

BAB VII

KETENTUA}I PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang betum diattn dalam Peratr[an Bupati ini, sepanjang

-""g*i tetnis- pelaksanaan *?l diatur lebih lanjut dengan Kep*usan

Kepala SKpD VrJg *""*g*i bidang Pertanian Kabupaten s6uai dengan

tugasnYa

tuE



r#
i '*,
! .:

t

*
!

-i= Pasal 15

PeraturanBupati ini mulai berlaku sejaktanggel2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di
padatanggal

Wonosobo

,i B**rilmn 80og

Diundangkan di Wonosobo .

pada tanggal b grfnfx1 StO

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABI]PATEN WONOSOBO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
'TffiT 

8OO9 NOMOR 
'1

/

BAPFEDA


